SE-ABAD SENGKETA
TAPAL BATAS DI
NAGARI SUMPUR

DAN NAGARI BUNGO
TANJUNG YANG TIDAK
KUNJUNG SELESAI

Oleh; Jomi Suhendri dan Maldi Gantika.

Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Sengketa batas

Magari Sumpur dengan Magari Bungo Tanjung ini merupakan
sengketa tentang batas nagari antara dua nagari baik secara adat maupun
secara administratif. Senghketa batas nagari ini kemudian berlanjut pada
sengketa pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat antara Magari
Sumpur dengan Magari Bungo Tanjung. Wilayah Magari Sumpur terletak
di pantai barat Danau Singkarak, sedangkan Magari Bunge Tanjung

s engketa tapal batas ini terjadi di Nagari Bungo dan Nagari Sumpur

terletak diwilayah pegunungan yang mengitari Danau Singkarak. Adapun
wilayah yang dipersengketakan terletak di sisi barat Nagari Sumpur
dan sisi timur Nagari Bungo Tanjung. Kini wilayah yang dipersengketakan
dimanfaatkan untuk perladangan masyarakat dengan tanaman-tanaman
keras seperti kayu manis, sawo dan lain-lain.

Sudah hampir |13 wahun kasus ini berlangsung dan sampai sekarang
belum ada titik temunya dalam penyelesaian konflik tapal batas ini. Objek
yang disengkerakan adalah 133 bidang/kavling tanah yang luasnya lebih
kurang 10 ha per-bidang. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sendiri
sudah mencoba untuk membantu menyelesaikan konflik ini dengan
membentuk Tim-9 (sembilan) yang anggotanya berasal dari Assisten |l
Dinas Kehutanan, BPM, Kabag Pemerintahan Magari, Kapolisian, THNI,
Camat Batipuh, Camat Batipuh Selatan dan Dinas Pertanian. Tim ini
diketuai oleh Assisten Il Pemkab Tanah Datar dan dibentuk pada tahun
2008. Sudah hampir dua tahun sejak Tim-9 ini dibentuk, hasilnya juga
tidak maksimal dalam penyelesaian konflik tapal batas tersebut.

Konflik tapal batas nagari tersebut dimulai sejak masa kolonial Belanda,
yakni berlangsung sebelum tahun 18%6. Pada tahun 1896 tersebut,
melalui Pemerintah  Kolonial Belanda diadakan proses penyelesaian
sengketa batas nagari dengan menunjuk fasilitator yakni; PB Basteof Ass
Resident Loehak Batipuh X Koto yaitu, H. Achavelier Opsineger Dt Tumala
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Sidi Kepala Laras Batipuh, Sutan Pangeran Juru Tulis Tuan Residen Padang
Panjang. Proses yang digagas pemerintahan Belanda tersebut sampai
pada kesepakatan penentuan tapal batas dua nagari yang disepakati
pada tanggal 28 Oktober |896. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan
kesepakatan yang lahir dari kedua belah pihak yang dibuat oleh para
ninik mamak dua nagari yakni; dari Nagari Sumpur yaiw ; Dt. Tunaro,
Dt.Rajo Alam, Dt. Mulia, Dt. Rangkayo Basa, 5t. Majo Kayo wakil dan Dt Kayo,
Sedangkan dari Nagari Bungo Tanjuang Adalah, Dt Basa, Dt . Sararajo, Dt.
Pamuncak, Dt. Bangso Dirgjo, Dt. Rajo Malayu Wkl Dt. Bagindo Dirgjo. Hasil
kesepakatannya, menyatakan bahwa Magari Sumpurlah yang memiliki
tanah ulayat tersebut.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, persoalan
tapal batas antar dua nagari ini kembali mencuat, yaitu sekitar tahun
1950-an. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Bupati
Tanah Datar mengambil langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan
mengeluarkan Ketetapan Sementara BupatifKepala Daerah Kabupaten
Tanah Datar Mo. 1/1955 tertanggal 3 September 1955 yang menetapkan;
“bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut merupakan ulayat Nagari
Sumpur dan masuk dalam wilayah Magari Sumpur” Dalam keputusan
tersebut terdapat diktum yang menyebutkan bahwa ketetapan itu final
kecuali ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hulum
tetap. Ketetapan tersebut oleh pihak nagari Bungo Tanjung diterima dan
dalam perkembangannya tidak ada tuntutan ke Pengadilan sehingga telah
dianggap final.'

Paska penetapan pada tahun 1955 diatas, masyarakat Bungo Tanjung
terutama warga Jorong Kapuh memanfaatkan tanah tersebut dengan
perjanjian sewa dari Magari Sumpur melalui Wali Magari Sumpur, salah
satunya terlihat dari perjanjian antara Magari Sumpur (Wali Magari

' Pernyataan ini didapatkan dari pernyataan pihak Magari Sumpur dan belum di*Cross
Check™ kepada pihak Magari Bungo Tanjung.
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Sumpur) dengan Bidin do Amiruddin yang dibuat dikantor Polwil (Polisi
Wilayah) Padang Panjang tanggal 3 Agustus |956, sehingga secara de
facto tanah tersebut dimanfaatkan oleh warga Jorong Kapuh. Kendisi ini
berlanjut sampal tahun 1980-an. Dan pada tahun 1980-an sampai dengan
sekarang sengketa mengenai tapal batas ini kembali mencuac yang diawali
dengan dihentikannya pembayaran sewa tanah oleh beberapa warga
Joreng Kapuh kepada KAMN Magari Sumpur (dimasa pemberfakukan

Pemerintah) dan atau Pemerintah Nagari (dimasa pemerintahan nagari).

Ketegangan tersebut disinyalir dimoteri oleh beberapa ninik mamak
MNagari Bungo Tanjung yang menetap di Jorong Kapuh.' Saat ini upaya
penyelesaian sengketa tapal batas nagari ini terus dilakukan, dan QBar
disepakati oleh kedua nagari untuk membantu menyelesaikan konflik
yang sudah lama terjadi,

Untuk melihat gaya para pihak yang berkonflik, kemudian dilakukan
assesment di dua nagari dan hasilnya adalah di Nagari Bungo Tanjung dan
Magari Sumpur para pihak yang bersengketa seperti KAM (Kerapatan
Adat MNagari) MNagari Bungo Tanjung dan KAN Nagari Sumpur lebih

cenderung memilih gaya kompetitif dalam penyelesaian konfliknya,

artinya diantara pesengketa sama-sama bersaing untuk mendapatkan
haknya sesuai dengan landasan yang mereka punyai. Misalnya, Nagari
Bungo Tanjung ingin pengakuan secara adat bahwa Magari Bungo Tanjung
berbatasan dengan Magari Padang Laweh Malalo, bukan dengan Magari

Sumpur dan termasuk kepemilikan tanah ulayat yang di sengketakan.

Begitu juga halnya dengan Magari Sumpur yang menginginkan agar tanah
ulayar yang selama ini dipakai oleh masyarakat Magari Bungo Tanjung

¥ Data tersebut ditemukan dalam diskusi informal dengan tokoh masyarakat Magari
Sumpur, namun uniknya di mhun 1997 terdapat perjanjian sewa antara warga jorong
Kapua' dengan KAN MNagari Sumpur, yakni; perjanjian pemakian tanah ulayat Magari
Sumpir oleh Maridun Sutan Rajo Alam warga Jjorong Kapuh dengan Kerapatan Adat
Magarl Sumpur tanggal 23 Agustus 1997 yang diketahui oleh Kepala Desa Kapuh
L Dawuk Gadang, artinya tidak semua warga Jorong Kapuh khususnya dan warga
nagari Bungo Tanjung mendukung klaim atas nagari Bungo Tanjung pada Tanah yang
dipersengkemban tersabur
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khususnya yang tinggal di Jorong Kapuh agar membayar ganti sewa
kepada Magari Sumpur, karena MNagari Sumpur merasa berhak atas
kepermilikan tanah ulayat tersebut,

1 I | i )
Gambar-5a: Dishusi AGATA, dalam Gambar-5b: Memetakan Para Pihak yang
Sengketa Batas Magari Bungo Tanjung Bersengketa Batas Magari Bungo Tanjung
dengan Magari Sumpur, dengan Magari Sumpur.
[Swmnber: QBar. 200F) {Sumiber: Gar. 7009)

Ada juga beberapa pihak yang memilih gaya kompromistis, di
antaranya adalah dari pihak pemerintahan Nagari Bungo Tanjung dan
pemerintahan MNagari Sumpur, Dimana pemerintahan kedua nagari
tersebut menginginkan adanya kesepakatan di antara dua nagari
untuk menyelesaikan konflik yang sudah lama terjadi. Ini bisa dilihat
dari pernyataan Wali Nagari Sumpur yang ingin membagi tanah ulayat
yang disengketakan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama
terjadi, Gaya kolaborasi juga digunakan oleh masing-masing pihak yang
berkonflik, dimana kedua belah pihak baik Magari Sumpur maupun
Magari Bungo Tanjung sepakat untuk menciptakan penanganan senghketa
dilakukan secara terpadu. Tiga gaya ini yang sampai sekarang masih
digunakan para pihak untuk menyelesaikan sengheta tapal batas nagari.

Dalam penyelesaian sengketa yang sedang terjadi di kedua belah pihal,
konflik internal adalah masalah yang menjadi bawu sandungan yang tinggi
bagi penyelesaian konflik yang sedang dihadapi dari pihak external,
Ini terjadi di dalam Tim Magari Sumpur, ternyata didapat ada anggota
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Tim yang tidak pernah hadir di setiap musyawarah tim untuk mencari
point-point yang akan ditawarkan kepada pihak lawan, hal ini menjadi
kendala yang teramat besar sekali dalam proses penyelesaian konflik
tapal batas dan hak pengelolaan ulayat nagari di kedua belah pihak. Di
satu sisi, pihak lawan menyatakan bahwa Pihak Sumpur tidak konsisten
dan tidak kompak untuk menyelesaikan konflilk ini, karena tim yang
ada tidak menghasilkan point-point yang akan dimediasikan. Hal ini
terungkap pada fase pertemuan Tim mediasi Sumpur dengan Fasiliaror
(Tim QBar) di Ruang Pertemuan MNagari Sumpur, dan ini menjadi
preseden yang tidak baik bagi Tim Sumpur, dan untuk itu fase ini harus
diulang kembali untuk menentukan apakah anggota Tim Sumpur ini mau
memusyawarahkan yang menjadi ganjalan bagi dirinya sendiri atau ada
hal-hal dan/atau orang-orang yang di dalam Tim tersebut yang menurut
dia tidak kompatible, sehingga oknum ini tidak mau memusyawarahkan
kesunyian sosial yang sedang dihadapi oleh oknum tersebut.

Malka dalam hal ini penilaian atau analisa dari para pihak yang bersengketa
harus lebih diperdalam kepada friksi-friksi yang ada baik di Tubuh
KAN Sumpur, Tim Mediasl, dan Pemerintahan MNagari Sendiri, karena
hal ini mungkin akan jelas tentang apa kegalauan hati oknum tersebut
dan terjawab. Dan kemungkinan kegunaan AGATA (Analisa Gaya
Bersengketa) akan lebih diperdalam lagi ke tingkat unsur-unsur yang ada
di nagari seperti pemuda, alim ulama. cadiak pandai, bundo kanduang
dan niniak mamak. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena kenflik yang
sedang dihadapi adalah konflik yang akan menimbulkan dampak negatif
yang besar bagi kedua belah pihak (Magari).

Jika hal ini dilihat dari Dasar Keselarasan Minangkabau merupakan hal
yang menentukan bagaimana persoalan atau masalah itu akan diselesaikan,
Magari Bungo Tanjung yang mengabadikan Keselarasannya Koto Piliang.
Keselarasan ini memakai sistem Titiak Aia dari Ateh (Tidk Air dari
Atas), maksudnya adalah dalam pengambilan keputusan permasalahan
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yang ada di nagari atau adat, maka keputusan ditetapkan cleh pucuk
adat (Rajo) wajib dijalankan dan merupakan hal yang tabu bagi untuk
dilanggar. Berbeda dengan Magari Sumpur yang memakai keselarasan
Bodi Caniago, dimana keselarasan ini memakai sistem duduak samo
randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah berdiri sama tinggi),
yang dalam bahasa ilmiah saat ini dan juga sering diagung-agunglkan oleh
masyarakat dunia adalah sistem demokratis, nah! Apakah dikarenakan
sistem ini juga yang menjadi batu sandungan atau ada hal lainnya?

Dalarm metode analisa AGATA, konflik yang ada dalam batang tubuh Tim
Mediasi Sumpur dapat terjawab, karena metode ini akan mengkaji atau
menganalisa persoalan yang tersembunyi dari oknum Tim mediasi Sumpur
tersebut. Dan AGATA merupakan pintu masuk untuk menyelesaikan
konflik yang sudah lama terjadi. Dalam konflik ini tentu banyak pihak
yang terlibat dan punya banyak kepentingan dalam penyelesaian konflik
tapal batas nagari ini. Para pihak yang terlibat dalam konflik ini tentu
punya alasan tersendiri dalam mempertahankan kepentingannya masing-
masing. Untuk lebih jelas tentang para pihak dan kepentingan dalam
konflik tapal batas nagari ini, bisa dilihat pada Gambar-6.

Opsi Penyelesaian Konflik

Masyarakat Sumatera Barat khususnya di Minangkabau memiliki cara
tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Untuk penyelesaian konflik cara
yang ditempuh adalah dengan cara musyawarah dan mufakat di antara
pihak-pihak yang bersengketa. Apabila cara ini tidak efektif, maka kedua
pihak akan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator.
Jalan terakhir yang akan ditempuh adalah melalui pengadilan yang akan

memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Dilihat dari sengketa antara Magari Bungo Tanjung dengan Magari
Sumpur maka opsi dalam penyelesaian konflik ini adalah dengan melalui



ABATA

INVESTOR
(ingin menaram
fvestasi untuk pertanian

-l Magari Sumpur) | y

KETLIA KAN
Sumipriir: Penguassn
[ Lahan

Bg Tig: Penguasasn
Lakan

{ada keingiman
dalam Penyelesaian
kaniflik di keduy
nagari)

QBar
(kednginan uniuk
membantu proses

- Penyelesaian konllik ]

PERAMTALI
(Penguasaan Lahan
p aleh perantau d

Masy By Tig v 'I.u'h.b. ;
dlfmuhm oleh K&N

Gambar-6 : Peta Sengheta dan Para Pihak yang Terlibat

mediasi dengan menunjuk mediator yang netral. Hal yang bisa dilakukan
adalah membangun proses agar kedua belah pihak saling berkolaborasi
untule menyelesaikan sengketa tapal batas nagari ini, dimana setiap
tim dari kedua nagari ini bersama-sama menyusun tahapan-tahapan
penyelesaian sengketa. Dan ini harus mendapat otoritas yang kuat, baik
dari pemerintahan nagari, KAN dan unsur lainnya di nagari masing-
masing.
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Hikmah Pembelajaran (Lesson Learned)

Pendekatan sosial-kultural merupakan suatu kunci dalam penyelesaian
konflik antara kedua nagari. Dengan pendekatan ini perkumpulan
QBar berusaha untk mengeksplorasi nilai-nilai yang tumbuh didalam
atau yang dianut oleh masyarakat, sehingga nanti bisa dijadikan sebagai
modal sosial dalam upaya penyelesaian konflik kedua nagari. Pendekatan
sosial-kultural ini memberikan suat gambaran kepada kita bahwa dalam
penyelesaian suatu kenflik atau sengketa perlu melihat berbagai macam
aspek yang eksis dalam suatu komunitas (masyarakat). Kemandelkan yang
dialami oleh pemerintahan daerah selama ini dalam penyelesaian konflik
di nagari bisa diyakini bahwa selama ini pemerintah lebih cenderung
kepada pendekatan kekuasaan dalam penyelesaian konflik, tanpa
mempertimbangkan aspek-aspek yang eksisfhidup ditengah-tengah
masyarakat (sosial-kulrural). Dalam adat Minangkabau penyelesaian
konflik biasanya diselesaikan secara musyawarah dengan memakai
prinsip “duduak samo randah tagak samo tinggi” (duduk sama
rendah, berdiri sama tinggi) dalam artian tidak ada yang saling merasa
lebih dari yang lain.

Pada masing-masing kondisi/situasi, kita memerlukan gambaran yang
jelas tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi, apa yang diinginkan
dan dibutuhkan, dan apa saja pemenuhan kebutuhan yang setepatnya
dilakukan. Banyak metode atau alat bantu bagaimana mengurai peta
sengketa yang terjadi, namun setelah analisis tersebut menghasilkan
informasi penting tentang persengketaan yang sedang terjadi, lalu apakah
serta-merta proses penyelesaian bisa segera diputuskan untuk dimulai?
Pertanyaan tersebut amat penting, dan seringkali informasi tentang gaya
sengketa para pihak tidak digali secara mendalam dan bahkan luput
dari instrumen pengambilan keputusan tersebut. Dengan memakai
AGATA (Analisis Gaya Bersengketa) adalah metode dan ke-manfaatnya

sebagai salah satu input pengambilan keputusan dalam memulai proses
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penyelesaian, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui, dan bagaimana
strategi untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi dapat
diselesaikan dengan menimbulkan dan menciptakan kedamaian yang
abadi dari sengketa yang berabad ini. AGATA inilah kemudian yang bisa
memandu pilihan yang tepat pada saat perundingan akan dimulai pada
saat mediasi akan dilakukan. Dan AGATA kemudian dipakai oleh QBar
untuk membantu proses penyelesaikan konflik tapal batas Nagari Bungo
Tanjung dan Nagari Sumpur yang sudah lama terjadi,

al
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MENAKAR KEMBALI
PILIHAN PENYELESAIAN
KONFLIK TENURIAL DI
TAMAN HUTAN RAYA
WAN ABDUL RACHMAN -
PROVINSI LAMPUNG

Oleh: Nopi fuansyah dan Kurniadi

Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR)
Dalam Perspektif Ruang

Kawasan Tahura VWAR Register |9 Gunung Betung di Provinsi Lampung,
dengan luas wilayah + 22.244 hekrar, adalah salah satu kawasan yang
amat vital sebagai penyangga kehidupan ekonomi, sosial, dan ekologis
masyarakat Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung. Kawasan
tersebut dikelilingi oleh tujuh kecamatan meliputi 36 desa/ kelurahan
dengan jumlah penduduk |17.444 jiwa atau 23.489 KK yang bermukim
di dalam dan di sekitar kawasan (Master Plan Tahura WAR, 2007). Hal

tersebut sangat mempengaruhi pengelolaan ekosistem di dalam kawasan.

Gambar-7: Peta Blok Pengelolaan Penyusunan Master Plan Tahura WAR Register 19
Gunung. Betung Provins Lampung (Sumber: Master Plan Tahura, Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung. 2007)
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Pemicu dan Pemacu dalam HKonflik Pengelolaan Kawasan
Tahura WAR Register 19 Gunung Betung, Provinsi Lampung

Kedatangan masyarakat di Gunung Betung dimulai sebelum tahun 1941,
Sejak tahun 1941, berdasarkan Besluit Residen Lampung No. 307 Tahun
1941 suatu wilayah seluas £ 22.244 hektar di Gunung Betung ditunjuk
sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan diberi nama Hutan
Lindung Register 19 Gunung Betung,

Keberadaan masyarakat Kampung Muara Tiga Desa Hurun' Kecamatan
Padang Cermin -Kabupaten Pesawaran (sebelum pemekaran merupakan
bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan), dimulai
sejak tahun 1959 setelah seorang pemangku hutan dan tokoh adat di
Desa Hurun, Bapak Sarkawi, mendapat izin tebang tebas dari Kepala
Kanwil Kehutanan Lampung. Pada tahun 1962, penduduk etnis Jawa,
Sunda-Banten, Semendo (Sumatera Selatan) mulai berdatangan dan
bersama etnis Lampung (pribumi) mereka mulai membuka hutan
untuk dijadikan perkebunan kopi. Mereka mendirikan gubuk-gubuk
panggung dari bambu dan hidup berkelompok membentuk pemukiman
atau talan® sesuai dengan suku mereka masing-masing. Sebagai contoh
Talang Gondoh, Talang Darat dan Talang Tengah mayoritas pendudulinya
bersuku Semendo Lembak, Talang Pelita bersuku Jawa, Talang Sejali
bersuku Lampung, Talang Damar Kaca dan Penibungan penduduknya
bersuku Sunda Banten.

' Desa Hurun sendiri terbentuk sejak abad ke 17. Kata Hurun diambil dari stem-
pel yang diberikan oleh kesultanan Banten. Hurun saat ini adalah eureun (bahasa
Banten) yang artinya berhent, Kampung Hurun menurut keterangan Kepala Desa
{M.Muh) kala itu dijadikan tempat peristirahatan oleh pedagang dari Banten yang
melakukan perdagangan rempah-rempah ke Provinsi Lampung.
Istilah talang sama dengan menyebut kata umbulan dalam bahasa |awa yang berarti
hamparan garapan lahan di suatu lokasi (biasanya bukaan hutan baru), kemudian me-
namakannya sesuai dengan kebiasaan penyebutan, misal Talang Gondoh karena Pak
Gondoh sebagai pembuka talang pertama, Talang Tengah karena letaknya berada di
tengah-tengah kampung dil.
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Pada tahun 1964, Kepala Kanwil Kehutanan Lampung mengeluarkan
instruksi MNo.7 tentang keharusan masyarakat mengajukan ijin
pembukaan (tebang tebas) kawasan hutan. Instruksi tersebut diperkuat
dengan dikeluarkannya pengumuman Kepala Kanwil Dinas Kehutanan
Lampung MNomeor. 250/V/5 tahun 1968 tentang izin tumpang sari.
Tercatat bahwa pada tahun |974-1980, masyarakat yang menggarap
Register 19 Gunung Betung mempercleh penghasilan yang cukup besar
dari berkebun. Hasil panen cengkeh yang ditanam telah berbuah dan
harga jual per-kilogramnya mencapai 25 — 30 ribu rupiah, panen kopi
mencapai 2,5 ton per-garapan dan melinjo mencapai 4 ton per lahan
garapan. Kebun campuran (agroforestry) berupa tanaman buah durian,
melinjo, pohon kayu, dan lain-lain dengan tanaman kopi sebagai tanaman
utamanya membentuk wilayah kelola masyarakat di sana.

Pada tahun 1975 keluar 5K Menhut Nomeor. 1691/1/3/75 tahun 1975
tentang pencabutan ijin pembukaan lahan di hutan negara, termasuk
Register |9 Gunung Bctung’. Diisisi lain, pada tahun 1977, 5ub Direktorat
Agraria Kabupaten Lampung S3elatan menerbitkan Sertifikat Hak
Kepemilikan di wilayah Kampung Muara Tiga, diantaranya a/n Rupawi bin
Siarim, No. 3116962 dengan Mo. Hak Milik Mo. 226/TB, gambar tanah
Mo. 283 whun 1977, tertanggal |5 Agustus 1977 (berdasarkan surat
keputusan Gubernur/KDH Tingkat | Lampung, No. AG 230/DA 339/ 5K/
HM/77) dengan luas 20.000 m?

Kebijakan tahun 1975 itu dilanjutkan oleh kebijakan Satbintran (Satuan

Kebijakan ini tidak disosialisasikan kepada masyarakat yang menggarapikelola di
Gunung Betung Register |9. Keterangan lisan UPTD Tahura WAR Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung, Bapak Guntur, tahun 2004, dikatakan bahwa kebijakan Kepala
Kanwil Kehutanan, Bapak L.L. Tobing, pada saat itu dipengaruhi oleh Partai Komunis
Indonesia (PKI) sehingga harus dicabut, sesuai dengan TAP MPRS tahun |956. Hal ini
perlu dikritisi mengingat program pemberian hak garap kepada petani hutan, dan jika
dikelola dengan baik akan mendapatkan hak milik. Ini sejalan dengan program Land
Reform yang dijalankan saat i dan kebijakannya (PP 224/1961) masih berlaku sam-
pai saar ini.
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Binaan Transmigrasi), Pemerintah Provinsi Lampung tahun 1982, yang
menegaskan bahwa masyarakat berada di kawasan hutan negara
Gunung Betung Register 19. Hal inilah yang kemudian menjadi awal
konflik masyarakat pengelola lahan hutan Register 19 Gunung Betung
dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Kebijakan ini melarang masyaralat
memanfaatkan lahan hutan dan solusinya adalah memindahkan warga
masyarakat penggarap hutan negara untuk pindah ke Rawa Jitu
Kabupaten Lampung Utara (transmigrasi lokal)®.

Tetapi karena mengalami kesulitan dalam mengelola lahan Rawa Jitu
yang kurang subur dan merasa rugi jika tidak mengambil hasil kebun
yang telah lama dikelolanya, satu bulan setelah dipindahkan masyarakart
kembali lagi ke kawasan Register 19 Gunung Betung. Tahun 1991,
kembali masyarakat disana diusir dengan alasan akan dilaksanakannya
proyek reboisasi di kawasan yang bersangkutan sesuai dengan kebijakan
nasional. Masyarakat kembali mengungsi ke kampung terdekat atau ikut
transmigrasi lokal ke Rawa Jitu Lampung Urtara lagi®.

Pada tahun 1992-1993 terjadi perubahan fungsi hutan; dengan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan Mo. 742/KPT5-VI/92, yang kemudian
diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/
Kpts-1l/93, Hutan Lindung Register |19 tersebut diubah peruntukkannya

* Gubernur Lampung mengeluarkan 3K No | 33/DPD/HK/ 1980, kemwudian diubah
menjadi 5K Mo.062/Bappeda’HK/ 1982 tentang Pelaksanaan Transmigrasi Lokal. Ber-
dasarkan surat keputusan terakhir, maka semwua kawasan harus bebas dari pendudub.
Semwa penduduk vang berada di dalam kawasan ditransmigrasikan ke Rawa Jitu dan
Pasisir Selatan Krui. Dalam proses sosialisasi, mereka dikumpulkan di balai Desa Hu-
run oleh aparat desa dibantu oleh aparat militer.

Masyarakat Kampung Muara Tiga yang berangkat waktu itu adalah keseluruhan warga
di Talang Pelita kurang lebih 20 KK, dan 30 KK dari Talang Muara Tiga Il dan Talang Se-
jali. Mamun, tidak semua Warga Muara Tiga bisa ikut transmigrasi. Lokasi penempa-
tan mereka di Rawa [itu ternyata telah dikuasai oleh warga dari daerah lain dan lokasi
penempatan mereka di Rawa Jitu telah terjadi transaksi jual beli lahan transmigrasi
oleh oknum dari Dinas Kehutanan dan Transmigrasi Lampung, Masyarakat Muara
Tiga yang tidak jadi beranghkat akhirnya tetap memberanikan diri untuk mengelola
kebun mereka masing-masing di kawasan Gunung Betung Register |9,
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menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) dengan
fungsi konservasi. Hal ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan
dengan pembentukkan Taman Hutan Raya di provinsi-provinsi lain di
Indonesia.

Pada tanggal |4 April 1998 sekali lagi dilakukan proyek pengusiran
masyarakat dengan nama "Operasi Senyum” yang dilakukan oleh sekitar
50 orang dari Dishut Provinsi Lampung, Polres, |agawana, dan Koramil.
Kontradiksi dengan kata “senyum” yang dipergunakan sebagai mama
operasi, di lapang operasi pengusiran yang dilakukan di hampir semua
wilayah yang dihuni dan digarap masyarakat tersebut justru dengan
menggunakan tindak kekerasan berupa penangkapan warga masyarakat,
penebangan tanaman kopi, perampasan hasil panen dan pembakaran
gubuk-gubuk yang ditempati masyarakat. Perubahan iklim politik nasional
karena reformasi di tahun 1998, mendorong masyarakat yang pernah
mengelola wilayah Tahura WWAR Gunung Betung Register |9 untuk
secara bersama kembali berkebun dan membangun gubuk-gubuk kerja
mereka. Pemerintah pusat merespon reformasi di sektor kehutanan
dengan proyek percontohan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui SK
Menhut No.677/Kpts-II/ | 998, termasuk di Tahura WAR Gunung Betung.
Pada saat itu, kelompok masyarakat yang mendapatkan izin sementara
HKm lima tahun dari penentu kebijakan di tingkat Menteri Kehutanan
adalah Kelompok HKm Talang Mulya dan Kelompok HKm Sumber

Agung.

Sementara itu, ada sebagian warga masyarakat dan LSM yang melakukan
proses ligitasi menuntut kepemilikan atas lahan di kawasan Tahura VWWAR.
Mereka mendafrarkan usulan pelepasan kawasan hutan negara yang
sedang didudukinya melalui Tim |3 Provinsi Lampung® untuk diusulkan

[

Tim 13 adalah tim mediasi penyelesaian kasus tanah di Provinsi Lampung yang diben-
tuk resmi tahun 1999 oleh Pemerintah Provinsi Lampung terdiri dari unsur pemerin-
tah, L3M, profesional, dan akademisi.
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kepada pemerintah pusat. Namun usaha ini gagal karena lahan yang
dituntut tidak termasuk dalam wilayah hutan negara yang akan dilepas
(Hutan Produksi yang dapat dikenversifHPK) tahun 2000 — tercatat
dalam SK Menhut Mo.256 tahun 2000.

Ditahun 2000 ada kejadian menaril:yakni adanya tokoh-tokoh masyaralart
Kampung Muara Tiga Desa Hurun yang mengajukan permchonan izin
HKrm kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Namun permohonan
ini tidak membuahkan hasil karena wilayah yang diminta tidak termasuk
ke dalam site proyek percontohan HKm’. Kemudian warga masyarakat
mendapatkan LSM pendamping, Pusat Studi Strategi dan Kebijakan
{PUSSbik), yang kebetulan sedang melakukan advokasi kasus tanah di
Provinsi Lampung dan mendapatkan dukungan gagasan dari WALHI
Lampung tentang sistem hutan kerakyatan. Dengan pendampingan
ity masyarakat Kampung Muara Tiga membentuk kelembagaan SHK
Lestari yang tujuannya adalah mendapatkan pengakuan hak kelola dari
pemerintah dengan skema diluar HKm tetapi melalui pengelolaan yang
demokratis, menghormati kearifan lokal dan berkelanjutan, yang dikenal
dengan 9 Prinsip SHK®.

Di tahun 2001, pemerintah pusat mencabut kembali ijin HKm di
kawasan Tahura WAR dengan 5K Menhut No.3| tahun 2001 tentang

Tidak jelas alasan ditolaknya permintaan ijin yang diajukan oleh masyarakat Kam-

pung Muara Tiga Desa Hurun, Kenyataannya, Kampung Muara Tiga bukan merupakan
wilayah proyek HE.m yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi WATALA dan
PIAEUL

¥ Pembentukkan kelompok tani hutan model SHE yang tidak mengikuti aturan res-

mi pemerintah melalui HKm dilakukan sengaja oleh WALHI Lampung dkk sebagai
respon atas kritik terhadap Departemen Kehutanan yang tetap sentralistis dalam
pengambilan keputusan dan terkesan hanya sebagai proyek semata — bukan sebagai
suary gerakan reformasi agraria dalam sekror kehutanan. Kekhawatiran lin adalab
masyarakat lokal yang menggarap lahan Tahura WAR bukan penduduk terdahulu yang
telah lama menanam tanaman kebun sehingga menimbulkan konflik sosial dan ekolo-
gis baru akibat dibuka habisnya kawasan Tahura VWAR.
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Penyelenggaraan HKm® karena pemberian ijin HKm di kawasan itu
dianggap bertentangan dengan peraturan tentang kawasan konservasi,
yakni UU MNo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
(SDA) Hayati dan Ekosistemnya dan PP No. 68 tahun 998 tentang
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Setelah kebijakan
ini terbit, maka proses pemberian ijin HKm di Tahura WAR dihentilan,
sedangkan kelompok HKm yang telah mengantongi ijin lima tahun tidak
akan diperpanjang kembali ijinnya.

Dalam kurun waktu antara wahun 2004 - 2006, Komponen Peduli
Persoalan Lingkungan Hidup dan Sosial - Lampung, sebuah aliansi
kepedulian, memprakarsai penyelesaian masalah dengan mengedepankan
prinsip-prinsip keadilan, serta menggelar serangkaian diskusi dan dialog.
Upaya itu akhirnya mendorong pembentukan lembaga pengelolaan
Tahura WAR secara kolaborasi yang diberi nama Dewan Kolaborasi
Pengelolaan Tahura WAR'. Untuk memperkuat gagasan tersebut,
Kelompok SHK Lestari juga memprakarsai perumusan draft Mol
Kolaborasi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Komunitas di wilayah
kelolanya dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Pada saat proses formasi Dewan Kolaborasi dan diskusi-diskusi
menggagas kolaborasi di Tahura WAR sedang berlangsung, kegiatan
pembongkaran gubuk-gubuk kerja milik masyarakat penggarap di
wilayah Tahura VWAR tetap dilakukan oleh Tim KODAL Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung. Kegiatan pembongkaran tersebut adalah Proyek Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung yang menggunakan dana APBD Provinsi
Lampung tahun anggaran 2004 dan 2005 dan dilakukan oleh suatu

*  Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa kawasan hutan yang dapat ditetapkan se-
bagai wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan
kawasan hutan produksi yang tidak dibebani ijin Lin di bidang kehutanan.

'*  Dasar kebijakan yang dipergunakan yaitu Permenhut Mo. BI19/Menhut-I72004 ten-
tang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
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tim yang diberi nama Tim Komando Dampak Lingkungan (KODAL)".
Pembongkaran tersebut merupakan aksi hipokrit Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung, disatu sisi ia bergabung dalam proses pembentukan
Dewan Kolaborasi serta diskusi-diskusi kolaborasi untuk pengelolaan
Tahura WAR, di sisi lain ia tetap melakukan tindakan-tindakan eko-
fasis yang amat tidak patut di kawasan yang sedang didiskusilkan. Akibat
aksi tersebut, WALHI Lampung yang semula bergabung dalam diskusi-
diskusi kolaborasi, kemudian mengundurkan diri dari proses tersebut
sebagai ekpresi penolakan terhadap pengabaian proses kolaborasi oleh
Dinas Kehutanan Provinsi dengan KODAL-nya'®. Aksi pembongkaran
rumah tersebut juga memicu sebagian kelompok masyarakat lain untuk
menuntut kembali hak kepemilikan lahan di kawasan Tahura WAR melalui
proses litigasi serta mendaftarkan kasusnya ke Depdagri dan Dephut di
Jakarta. Mamun proses ini terhenti ditengah jalan karena masyarakat
kekurangan biaya dalam pengurusan kasus tanah ini.

Hingga tahun 2009 berlalu, inisiatif LSM dan masyarakat untuk
membentuk Dewan Kolaborasi Pengelolaan Tahura WAR belum juga
terwujud dan draft Mol tentang Ekowisata Berbasis Komunitas di
wilayah kelola kelompok SHK Lestari belum juga disepakati. Sementara
itu, MoU tentang Hutan Pendidikan antara Dinas Kehutanan Provinsi
dengan Universitas Lampung telah ditandatangani pada wilayah yang
sama. Padahal, rencana semula adalah bahwa kedua Mol tersebut akan
ditandatangani pada wakw yang bersamaan. Keterangan resmi UPTD
TahuraVWAR. yang disampaikan olehWiyogo, Kepala UPTD, adalah bahwa

Tim KODAL terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Muspida atau Muspika
tingkat kecamatan (kepolisian, koramil di tingkat kecamatan, kejaksaan), LSM, dan per-
guruan tinggi. Hasilnya, pada bulan September 2004 sebamyak 55 rumah di Umbaol
Solo —Way Lima Kabupaten Pesawaran secara bertahap dirubuhkan dan sebanyak 19
rumah pada Bulan Agustus - September 2005 di Batu Lapis-VWay Lima Kecamatan
Way Lima telah dibonghar paksa.

Padahal pada saat diskusi-dikusi tersebut, WALHI Lampung membawa konsep ren-
cana kerja dari masyarakat Desa Kubang Badak — Kecamatan Padang Cermin untuk
meninggalkan/turun dari kawasan Tahura WAR secara mandiri,
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Mol tentang Ekowisata dengan SHK Lestari tidak disetujui oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung karena tidak ada jaminan hukum bahwa
anggota kelompok tani tidak akan melanggar kesepakatan dalam Mol
Ekowisata tersebut dan bahwa masyarakat sangat rentan sekali karena
konflik internal kelompok. Pernyataan Wiyogo tersebut merupakan
pre-asumsi pengkerdilan yang menilai bahwa masyarakar tidak pernah
mampu mengelola sumber daya kawasan hutan dan ini amat bertolak-
belakang dengan semangat perberdayaan masyarakat yang diusung oleh
pemerintah!

Gambaran singkat konflik tenurial di kawasan Tahura WAR. Register 19
Gunung Betung Provinsi Lampung dan hubungannya dengan transisi
kepemimpinan lokal dan nasional, dapat dilihat dalam Tabel- 1.

Peta Akar Konflik dan Para Pihak yang Bersitegang

Berdasarkan pemetaan konflik tenurial antara masyarakat di sekitar dan
di dalam kawasan hutan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) Provinsi
Lampung, maka akar konfliknmya dapat dipilah sebagai berikut :

Tabel-1:  Periodisasi Konflik Tenurial di Kawasan Tahura WAR antara Masyarakat
dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. dari Orde Baru hingga 2010,

Periode

Mo Waltu Fase Hasil
I. Dari era Pemerintah Kebijakan Kehutanan |. Pengambilan secara paksa
Rezmm memiliki di-sentralisasi dan hak-hak terdahulu yang
Orde baru | kekuatan (power) | sangat anti dengan membalehian akses kelok
hingga masa | dan berkuasa demokratisasi dan lahan hustan,
sebelum penuh atas sendi- | penegakan HAM L Penunjulan kawasan hutan
refarmasi sendi kehidupan melalui TGHE yang tidak
1998 rakyat parusipanf; ada bamyak
sekali klaim keberatan dari
rrasyarakat yang diabaikan,

4
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2 Tahun 1998 | Kekuasaan Dishut lemah dalam | Sedangkan L5SM lain
~ 2001 permerintah penguasaan wilzyah melakukan kritik atas
mingaltami dan masyarakat kompromi dengan Dishut.
delegitimasi! penggarap hutan, | WALHI Lampung
pelemahan Gagasan HKm sebagai mambentuk klp tersendiri,
solusi perarmbahan yairu SHE.
kawasan hutan L LBH dan DRL retap
dajukan alehVWatala medanjutkan upaya reklaim
dan PIALI atas kawasan hutan,
3 Tahuwn 2001 | Pemerincah ljin HKm di Tahura Kanflik rakyar dan LSM
- 2003 mencoba WAR, dihentikan, dengan Dishut berlanjur
membangun Kepemimpinan Dishut | karena tidak diperbolehkan
kembali kermbali menguat mengelola lahan hutan
kekuazaan/ dan mempraktekian | Megaral Tahuea WAR.
legitimasi atas penguasaan hutan
rakyat penuh cleh negara
4, Tahun 2004 | Pemaerintah Dishut berganti gaya |. GMRHL dan kesempatan
= 2007 provinsi pasca kepemimpinan. LSM, baik bagi Dishut untuk
pEnEtapan rakyat dan Dishut marangkul klp tani hutan
UL Oreanami banyak melakukan sebagai perwujudan patron
MNe 322004, pertemuan dan client
konsolidasi membangun L LSM dan kelormpok ani
kekuatan diri EAEALAN kalaborasi berusaha memmjukckan
pengelolaan Tahura, bentuk pengelolaan hutan
rakyat terbaik
5 Tahun 2008 | Pemerintah sudah | Dialog LSM dan I. Mol exowisata SHE
=010 merasa kokoh dan | Dishut mereda, Lestari dan izin HKm
memiliki legitimasi | tidak ada pertermuan Talang Mulya dan HKm
kuat karena dipilih | membahas mhura Sumber Agung ditolak
lamgsung oleh sama sekali, secara terbula oleh Dishut
rakyat. Kepemimpinan Dishut Prop. Lampung.
dan UPFTD Tahuwra L Peluang diambil Unila
WWAR diisa odeh orang dengan Mol) Hutan
baru Pendsdikan
3. L5M berusaha dihilangkan
aksesnya terhadap
kelompok dampingan

Sumber: Studi Dokumentasi, Data Diolah. 2010

. Tumpang tindih alas hak atas tonah; Kajian lapangan menemukan
adanya sertifikasi lahan di kawasan Tahura VWAR atas nama beberapa
warga masyarakat desa sekitar hutan yang diterbitkan Sub-direktorat
Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (cikal bakal BPN).
Juga, beberapa desa di Kabupaten Pesawaran mempunyai dusun-
dusun yang berada di dalam kawasan Tahura WAR. Konflik ini
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berasal dari kesalahan koordinasi antar intansi pemerintah pusat
serta tidak padunya data yang dimiliki Badan Pertanahan Masional,
Departemen Dalam Negeri dan Departemen Kehutanan. Akibatnya,
kepastian hukurn atas lahan masyarakat berubah-ubah tergantung
kebijakan masing-masing instansi pemerintah tersebut.

Konflik tata batos antara lahan masyarakat sekitar hutan dengan
kawasan Tohura WAR. Dalam penetapan peta Tata Guna Hutan
Kesepakatan (TGHK) tahun 1992 yang menjadi dasar penetapan
luas hutan di Lampung telah terjadi kesalahan pengukuran patok
koordinat sehingga lahan bermukim dan kebun masyarakat Dusun
Kubang Badak Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran seluas 1.600 Ha tercakup dalam wilayah
Tahura VWAR.

Pada temuan lain, hasil analisis kartograpi batas Tahura WAR. dengan
menggunakan data ordinat lebih dari | 000 patok batas yang terdapat
di dalam dokumen Laporan Hasil Pengukuran Tata Batas Definitif
Kawasan Tahura WAR — Provinsi Lampung (dokumen No.44/
LH/PPH/1998), diperoleh luas kawasan tersebut hanya 20.822,52
hektar (Kartografi ICRAF SE Asia, 2006), lihat Gambar-8. Artinya
luas kawasan sesungguhnya lebih kecil dari yang tercantum di dalam
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Mo. 742/KPTS-VI/92, yang
kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Mo. 408/Kpts-1I/93, Hutan Lindung Register 19 tersebut diubah
peruntukkannya menjadi Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman
(Tahura WAR) dengan fungsi konservasi, seluas + 22.244 hekrar.

Selisih luas “yang hilang™ sebesar |.421,48 hektar hingga saat ini
tidak pernah dijelaskan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
kepada publik, kemana “larinya™ Mengapa pada saat mengubah
peruntukan kawasan dari Hutan Lindung menjadi Taman Hutan
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Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tidak melaporkan data
luas sesungguhnya kepada Departemen Kehutanan sebagai bagian
dari perubahan peruntukkan? Begitu banyak fakta bahwa ketidak-
akuratan data batas dan luas kawasan Tahura WAR bersumber dari
ketidak-mampuan dapur intelekrual dan kebijakan Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung sendiri, tetapi hingga kini tidak dilakukan
pembenahan di dalam institusi tersebut. Sebaliknya justru seringkali
masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan yang dijadikan kambing
hitam dengan menyebut mereka dengan istilah-istilah “perambah
hutan”,"penyerobotan lahan (encroachment)”, dan istilah lainnya, agar
masyarakat kemudian dicap sebagai pelanggar hukum sehingga ada
alasan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menurunkan
(baca "mengusir”) mereka dengan berbagai cara.

LN 1 a8 1 i o
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Gambar-8: Peta Batas Tahura WAR  Sesungguhnya Berdasarkan Laporan  Hasil

Pengukuran Tata Batas Definitif Kawasan Tahura WAR — Provinsi Lampung.
Dokumen Tata Batas No.44/LH/PPH/ 1998, (Sumber: Kartografi oleh ICRAF-
SE Asia, 2008).
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3. Kebijakan sektor kehutanan yang beruboh-ubah dalam mengakomodasi
akses pengelolaan Tahura WAR. ljin garap bagi masyarakat yang
mengelola wilayah Gunung Betung yang dikeluarkan Kepala Kantor
Wilayah Kehutanan Lampung, Bapak L.L.Tobing pada tahun 1975 telah
dibatalkan, tetapi baru pada tahun 1982 hal itu diketahui masyarakar,
yakni pada saat keluarnya program Satbintran (Satwan Binaan
Transmigrasi). Kebijakan ini melarang masyarakat memanfaatkan lahan
hutan dan sebagai solusi memindahkan masyarakat (transmigrasi
lokal) ke Rawa Jitu di Lampung Utara. Seiring dengan itu juga digulirkan
Proyek percontchan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Tahura WAR
Gunung Betung sebagai perwujudan dari SK Menhut No. No.677/
Kpts-11/ 1998. Namun, Pemerintah Pusat mencabut kembali izin HKm
di kawasan konservasi seperti Tahura WAR dengan SK Menhut
Mo.3| tahun 2001 tentang Penyelenggaraan HKm karena ijin HKm
tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan tentang kawasan
konservasi.WWarga masyarakat yang sudah terlanjur mengelola kebun
campuran (agroforestry) dan sudah menghasilkan produk hasil hutan
non-kayu yang berlimpah seperti kopi, melinjo, duren, kemiri dan
lain-lain tidak rela jika harus meninggalkan lahan di kawasan Tahura
WAR.

Aras akar konflik yang telah diuraikan sebelumnya, gambaran para pihak
yang berkonflik di kawasan Tahura WAR. dapat dilihat dalam Tabel-2 dan
Gambar-9.

Tabel-2: Peta Aktor! Pelaku Konflik Tenurial di Tahura WAR.

Konflik Pelaku Kegiatan

Mo Pendamping Pemerintah

Tenurial Masyarakat Advokasi
I. Akses Kelola | SHK Lestari Eawan Tani Drinas qunrru
Dresa Hurun Kee, | “WALHI Kehutanan pengelolsan
Padang Cermin Lampung Provinsi (Mall) Ekcradsaca
Kabupaten Lampung berbases komunitas
Pesawaran o wiknyah keloby
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ki Akses kelola | HKm Talang WWATALA, Diinas ljin pemanfaatan
Mulya Kecamaran | PIAEL Kehutanan HErm
Tanjung Karang Prowinsi
Barat Ko Lampung dan
Bandar Lampung Universitas
Lampung
3 Konflik tata | Posko Reformasi | GMNI, Drinas Tata batas ulang
batas Kubang Badak mantan aktifis | Kebwtanan kawasan Tahura
LEH Bandar Provinsi WWAR
L L
4. Hak Ex. Dewan Tani LEH Bandar Dinas I. Mencari
Kepemilikan | Larmpung Kee, Larmpung, Kehutanan kjedasan ke
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Sumber: Observasi Lapang, Data Diolah.
Analisis Gaya Bersengketa (AGATA)

a. Mengapa AGATA dilakukan

Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) pada konflik tenurial di kawasan
Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung dilakukan
untuk menemukenali gaya bersengketa para pihak yang berkonflik.
Tujuannya adalah memberikan masukan kepada para pihak untuk
penyelesaian konflik tenurial diTahuraWAR yang mengalami kemandegan
dalam penyelesaian konflik menuju kolaborasi pengelolaan Tahura WAR
yang setara dan berkeadilan.



AGATA

PETA BLOK PENGELOLAGN TAHURA

Gambar-9: Letak Lokasi Wilayah Kelola dan Klaim Para Pihak Kelompok Masyarakat
dan L5M di Tahura VAR yang Diincerpolar Dari Peta Blok Pengelolaan yang
Diterbitkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun, 2007,

Keputusan menggunakan Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) dilakukan
tiga tahun kemudian setelah inisiatif pembentukkan Dewan Kolaborasi
Tahura WAR dan Mol kolaborasi pengelolaan ekowisata berbasis
komunitas yang diajukan SHK Lestari Desa Hurun Kecamatan Padang
Cermin terbukti tidak mengalami kemajuan, dan bahkan cenderung
dilupakan oleh para pihak. Penelusuran terhadap sikap atau gaya
berkonflik para pihak di Tahura WAR menarik untuk dilakukan karena

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyelesaian  konflik.

Pihak mediator dan fasilitator yang menggagas inisiatif kolaborasi
sering terkecoh oleh seringnya perubahan strukrural di internal Dinas
Kehutanan Provinsi Lampung, dan menganggap hanya butuh waktu untuk
proses sosialisasi gagasan dari awal. Padahal, sikap dan gaya bersengketa
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Bab 3. Menakar Kembali Pilihan Penyelesaian Konflik Tenurial Oi Taman Hutan Raya Wan
Abdul Rachman - Provinsi Lampung

Dinas Kehutanan berubah sesuai dengan cara pandang para pejabat
struktural di bawah Kepala Dinas terhadap konflik yang terjadi. Hal ini
dapat diketahui dengan AGATA yang menguji sikap tersebut berdasarkan
bahasa verbal dan non-verbal para pejabat tersebut.

AGATA digunakan sebagai satu instrumen untuk menelisik lebih dalam
gaya bersenghketa para pihak, sehingga bisa dijadikan bahan bacaan
oleh pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk
penyelesaian konflik yang terjadi di Tahura WAR sebagai bahan untuk
memilih proses mediasi, fasilitasi atau upaya hulkum (litigasi).

b. Bagaimana AGATA dilakukan

AGATA dilakukan untuk mengetahui kecenderungan gaya para pihak
dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Tahura WAR Register 19
Gunung Betung. Dengan diketahuinya gaya para pihak maka kita dapat
menentukan pilihan dalam penyelesaian konflik tersebut (fasilitasi,
mediasi atau litigasi). Memposisikan diri sebagai pihak yang tidak terlibat
dalam konflik menjadi prasyarat untuk menggunakan AGATA sehingga
kita dapat melihat konflik dengan jelas tanpa ada kepentingan untuk
melakukan pembelaan terhadap salah satu pihak.

Sebelum AGATA dilakukan, akan lebih baik kita membuat panduan
pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memudahkan dalam menggali
informasi tentang gaya para pihak dalam menyelesaiakan masalahnya.
Panduan inilah yang kemudian dijadikan rujukan untuk melakukan
analisa gaya bersengketa para pihak. Sebagai bahan pembelajaran berilkurt
ini disampaikan contoh Pedoman dan Pertanyaan kunci AGATA yang
digunakan di Tahura WAR Register 19 Gunung Betung, dalam konflik
yang terjadi antara warga masyarakat dan Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung.





